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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Wilāyah al-Hisbah dan Dinamika Penegakan 

Syariat Islam Di Aceh Tenggara. Kehadiran Wilāyah al-Hisbah adalah karena 

adanya penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam sudah berjalan hampir 

setiap sudut daerah di wilayah provinsi Aceh meski belum sempurna karena 

masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Lain halnya dengan Aceh 

Tenggara seakan tidak pernah berlaku syariat Islam disana hanya tanpak berjalan 

pada awal-awal saja, keadaan kini sudah berubah tidak ada lagi nuansa syariat 

Islam di Aceh Tenggara. 

Lembaga yang mengatur, mengawasi, mengontrol dan merazia dalam 

pelaksanaan syariat Islam adalah Wilāyah al-Hisbah perannya dalam penegakan 

syariat Islam sangat urgen dan harus selalu dilaksanakan, namun kenyataannya di 

Aceh Tenggara lembaga ini tidak berfungsi dan tidak kelihatan peran sebagai 

aparat penegak hukum syariat. Qānūn dan aparat penegak hukum syariat serta 

pelanggaran jelas terlihat ada, namun tidak ada tindakan yang nyata dilakukan 

oleh pejabat yang berwenang dalam menangani kasus pelanggaran ini. Karena itu 

kajian mendalam mengapa stagnan syariat Islam di Aceh Tenggara, mengapa 

seolah aparat penegak hukum syariat (Wilāyah al-Hisbah) seakan tidak ada dan 

mandul ibarat pepatah wujūduhu ka al-‘adāmihi. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mencari dan 

menjelaskan sebab, alasan Wilāyah al-Hisbah di Aceh Tenggara menjadi mandul, 

tidak bergerak sebagaiamana mestinya serta menjelaskan fungsi dan peran 

lembaga Wilāyah al-Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. 

Mengapa syariat Islam di Aceh Tenggara tidak berjalan. Tentu untuk memperoleh 

jawaban dari tujuan diatas menggunakan teori yang dapat membacanya, yaitu 

teori penegakan hukum atau teori efektifitas hukum oleh Lawrence Mair 

Friedman. Jika suatu hukum (qānūn syariah) ingin ditegakan dan dijalankan 

secara menyeluruh dan masyarakat patuh taat terhadap aturan yang ada harus 

didukung oleh prasyarat yang mesti ada, yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum 

dan Budaya Hukumnya sejalan seirama. 

Penelitian ini merupakan (field research) penelitian lapangan yang 

menggunkan metode wawancara, observasi untuk memperoleh jawaban yang 

peneliti cari. Hasil dari penelitian menemukan bahwa selama struktur hukum 

belum dibenahi, belum di reformasi birokrasi penegak hukum syariah di Aceh 

(Aceh Tenggara) serta pembenahan moral secara menyeluruh di lingkungan 

birokrasi berlangsung kontinyu dan berkesinambungan maka tidak akan pernah 

bisa tegak syariat Islam. Selanjutnya perlu keseriusan pemerintah dan masyarakat 

dalam menjalankan syariat Islam di Aceh Tenggara. Kontribusi penelitian ini jelas 

untuk membantu menjelaskan kepada pemerintah upaya perbaikan dari semua 

sistem yang berjalan selama ini tidak lah membawa perubahan bagi penegakan 

syariat Islam Aceh Tenggara, karena selalu adanya terjadi manipulasi dan 

deskriminasi dalam implementasinya di masyarakat. 

Kata Kunci: Wilāyah al-Hisbah, Syariat Islam, Mandul. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama dan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta  

tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 

sebagai berikut :   

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ba B Be 

 ta T Te 

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 

 jim J Je 

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 kha Kh ka dan ha 

 dal d  De 

 zal Ż zet (dengan titik di atas) 

 ra R Er 

 zai Z Zet 

 sin S Es 

 syin Sy es dan ye 

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‘ain ...‘..... koma terbalik di atas 

 gain F Ge 

 fa F Ef 

 qaf Q Qi 

 kaf K Ka 

 lam L El 

 mim M Em 

 nun N En 

 wau W We 

 ha H Ha 

 hamzah ...' ... Apostrop 

 ya Y Ye 

 

Maddah 

Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.  

Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 

 …….  …….. Fatḥah dan 

alif atau ya 

ā a dan garis di atas 

 …….. Kasrah dan 

ya 

ī i  dan garis di atas 

  ……. Dammah dan ū u dan garis di atas 
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wau 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Qāla 

2.  Qīla 

3.  Yaqūlu 

4.  Ramā 

 

Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau   

    ḍammah transliterasinya adalah /t/. 

b.  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang     

    menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta        

    Marbutah  itu ditransliterasikan  dengan /h/. 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl 

2.  Ṭalhah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak 

keistimewaan oleh undang-undang Negara Republik Indonesia untuk sepenuhnya 

menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam bagi masyarakatnya kedalam 

aktifitas formal maupun informal. Pemberian dan tuntutan untuk pemberlakuan 

syariat Islam oleh masyarakat Aceh tidaklah terlepas dari sejarah yang dibuat oleh 

Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Mughayat Syah
1
 yang tata 

kelola kerajaan berasaskan sendi-sendi Islam berdasarkan al-Quran, al-Hadits, 

ijma‟, Qiyas
2
. Dalam proses dialektikanya, Aceh juga sering bergaul menjalin 

hubungan dengan kerajaan Islam di luar nusantara, seperti dinasti Turki Ottoman
3
. 

Karena itu semestinya syariat Islam di Aceh tidaklah asing bagi warganya. 

Kondisi masyarakat Aceh yang secara jujur harus diakui bahwa akibat 

desakan-desakan dan pengaruh budaya luar kebarat-baratan, pergaulan bebas kini 

telah mengalami pembiasan yang menjauh dari nilai-nilai ruhiyah al-islāmiyyah 

yang diwariskan para anbiyā wa al-mursalīn seakan syariat Islam itu sangat asing 

bagi msayarakat. Sungguh berbahagia kiranya masyarakat Aceh memperoleh 

kembali kedamaian, kecerahan, kemakmuran, kesejahteraan dan kejayaan
4
 seperti 

                                                           
1
Sultan Alaidin Ali Mughaiyat Syah adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan 

Aceh yang bertakhta dari tahun 1514 M sampai meninggal tahun 1530 M. 
2
Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan 

Implementasi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003). hlm. Xxvi. 
3
Anthony Reid, Menuju Sejarah Sumatera Antara Indonesia dan Dunia (Jakarta: Pustaka 

Obor, 2011), hlm. 68. 
4
Menjalankan syariah akan membawa kemasalahatan, kebaikan, keadilan dan 

kebijaksanaan. Syariah adalah keadilan ilahi kepada segenap hambanya, rahmat Allah kepada 

semua makhluk ciptaannya. Syariah adalah sinar ilahi yang menerangi manusia sehingga bisa 

melihat dan obat penyembuh yang membasmi segala penyakit dan sumber dari kebaikan di dunia, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh
http://id.wikipedia.org/wiki/1514
http://id.wikipedia.org/wiki/1530
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yang pernah dicapai oleh para indatu bangsa Aceh dahulu di bawah payung Islam. 

Untuk mewujudkan tujuan mulia ini pentingnya “Penegakan Syariat Islam di 

Aceh” harus benar-benar berjalan dan dilaksanakan secara kaffah, sehingga dapat 

merubah perilaku dari “formalitas keagamaan” menuju perilaku “implementasi 

keagamaan”, dari hanya mencari “kesalehan pribadi” menuju kepebentukan 

“kesalehan sosial”. Dengan membumikan ajaran-ajaran Islam secara kaffah dan 

totalitas dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan akan terbentuk pribadi-

pribadi yang bukan hanya marah kalau dikatakan bukan Islam tetapi akan merasa 

bersalah kalau bersikap, bertingkah, berakhlak dan berprilaku menyimpang dari 

ajaran Islam
5
. 

Namun masalah muncul, saat ini mengajak msyarakat Aceh untuk kembali 

menerima Islam secara total tentu bukan pekerjaan mudah apalagi kalau harus 

“bermain” pada tataran perubahan perilaku. Ini tentu memerlukan waktu yang 

tidak sedikit. Harus disadari bahwa walaupun secara faktual banyak masyarakat 

Aceh yang marah besar ketika Islam dilecehkan dan mereka siap membela 

agamanya sampai titik darah terakhir, namun dalam realita sehari-hari bukan tidak 

ada orang Aceh yang belum konsisten dengan agamanya
6
. Secara jujur diakui 

bahwa masih banyak orang Aceh yang enggan mengerjakan shalat, tidak bayar 

zakat, tidak berpuasa bahkan dan ini sangat disayangkan karena membuat hati 

menjadi miris ada orang Aceh yang gemar berbuat maksiat, khalwat, judi dan 

                                                                                                                                                               
serta dengan syariah membawa manusia kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihat Ibn al-Qayyim, 

I‟Lām al-Muwaqqi‟īn (Beirut: Dar al-Jil, 1973), hlm. 3. 
5
Syafwan Idris, Syariat di Wilāyah  Syariat (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 

2002), hlm. Xi. 
6
Ibid., hlm. Xii. 
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potensial mengundang murka Allah swt turun di Negeri Aceh untuk kesekian 

kalinya. 

Pemberlakuan dan penegakan syariat Islam di Aceh terus mengalami 

dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah diberbagai kabupaten 

tanpa terkecuali kabupaten Aceh Tenggara, karena penegakan syariat Islam ini 

ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Yang pro 

menganggap syariat Islam menjadi solusi untuk menciptakan suasana 

kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian
7
, sedangankan yang kontra menilai 

akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan. Dalam kontek 

penerapan syariat Islam di Aceh, secara defakto sebenarnya sudah jauh bergema 

sebelum deklarsi syariat Islam sebagaimana dalam UU nomor 32 tahun 1999, dan 

dalam bentuk penerapannya sesuai dengan qānūn nomor 11 tahun 2001. 

Misalnya, dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beurue‟eh. Namun 

penerapan syariat Islam dalam bentuk hukum atau qānūn dan aturan resmi, belum 

pernah diberlakukan di Aceh sejak runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam
8
. 

Secara formal aplikasi syariat Islam di Aceh telah didukung oleh undang-

undang dan qānūn-qānūn yang bersifat publik. Sehingga ada 4 qānūn yang sudah 

diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di 

Aceh. Yaitu: 

1. Qānūn no. 11 th 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang 

akidah, ibadah dan syi‟ar Islam. 

                                                           
7
Ibn al-Qayyim, I‟Lām al-Muwaqqi‟īn, hlm. 3. 

8
Ampuh Devayan, Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: Yayasan 

Insan Cita Madani, 2007), hlm. I. 
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2. Qānūn no. 12 th 2003 tentang minuman khamar (minuman keras) 

3. Qānūn no. 13 th 2003 tentang maisir (perjudian) 

4. Qānūn no. 14 th 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan 

pergaulan bebas)
9
 

Berdasarkan qānūn yang telah di sahkan tersebut dan diberlakukan bagi 

masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku 

masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan 

masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam, oleh karena itu 

diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar  terwujud 

penegakan syariat Islam yang kaffah. Disamping itu pula yang harus dimiliki 

dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak 

hukum yang disini adalah Wilāyah al-Hisbah sehingga tidak terjadi 

penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan syariat 

Islam.
10

 

Syariat Islam sudah berjalan hampir setiap sudut daerah di wilayah  

provinsi Aceh walaupun belum sempurna masih banyak kekurangan yang perlu 

dibenahi, namun lain halnya dengan Aceh Tenggara seakan tidak pernah berlaku 

syariat Islam disana
11

, sehingga dapat di katakan provinsi Aceh tidak semua 

kabupaten dapat menjalankan syariat Islam ini dengan baik, terbukti sangat 

                                                           
9
Himpunan Peraturan Daerah/ Qānūn Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas 

Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014. 
10

Dzulkarnaini, Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di 

Wilayah  Timur Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), hlm. 40-41. 
11

Syariat Islam yang dimaksud disini yang belum berjalan adalah Qānūn no. 11 th 2002 

tentang pelaksanaan syari‟at Islam bidang akidah, ibadah dan syi‟ar Islam. Qānūn no.12 th 2003 

tentang minuman qhamar (minuman keras). Qānūn no.13 th 2003 tentang maisir (perjudian). dan 

Qānūn no.14 th 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas) (perda, 2006 : 30-

108). 
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banyak pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh aparat penagak hukum syariat 

Aceh Tenggara, untuk Aceh dikenal dengan adanya lembaga yang mengatur, 

mengawasi, mengontrol dan merazia dalam pelaksanaan syariat Islam, adapun 

salah satu lembaga itu adalah Wilāyah al-Hisbah perannya dalam penegakan 

syariat Islam sangat urgen dan harus selalu dilaksanakan, namun kenyataannya di 

Aceh Tenggara lembaga ini sangat tidak berfungsi dan tidak kelihatan perannya
12

, 

                                                           
12

Penjelasan mengenai Tugas Fungsi dan Kewenangan Wilāyah al-Hisbah ini, terdapat 

dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Kantor SatPol PP dan Wilāyah al-Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam Pasal 5 (Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Wilāyah al-Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan 

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, 

pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman dalam penegakan kebijakan 

daerah dan pelaksanaan syari‟at Islam), Pasal 6 (Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada pasal 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilāyah al-Hisbah mempunyai fungsi : 

Pelaksanaan urusan ketata usahaan dan rumah tangga satuan; Penyusunan program kerja tahunan, 

jangka menengah dan jangka panjang; Pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan 

qānūn, peraturan dan keputusan Bupati; Pelaksanaan Koordinasi pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qānūn, peraturan dan 

keputusan Bupati dengan aparat kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil, (PPNS) dan 

atau aparat lainnya; Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qānūn, 

peraturan dan keputusan Bupati; Pelaksanaan penerangan kepada seorang atau kelompok tentang 

aspek-aspek pelaksanaan syari‟at Islam; Pelaksanaan sosialisasi kepada seorang atau kelompok 

orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari‟at Islam; Melakukan upaya-

upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman 

masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qānūn-qānūn atau 

peraturan perundang-undangan dibidang syari‟at Islam; dan Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan 

polisi pamong praja dan wilayatul hisbah), dan 7 (Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di 

maksud pada pasal 6, polisi pamong praja dan Wilāyah al-Hisbah mempunyai kewenangan : 

Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman 

dan ketertiban umum. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas qānūn, peraturan dan keputusan Bupati; Melakukan tindakan represif non yutisial 

terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qānūn, peraturan 

dan keputusan Bupati; Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

pelanggaran atas qānūn atau perundang-undangan di bidang syari‟at Islam; Melakukan tindakan 

pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan 

memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap 

orang yang berada di tempat kejadian perkara; Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan 

dan penyitaan; Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan 

pelanggaran larangan khamar atau meisir, setelah mendapat surat perintah tentang itu; Melakukan 

pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil 

seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebgai tersangka atau seksi; Mendatangkan seorang ahli 
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sehingga dapat disebut lembaga ini mandul
13

 melaksanakan tugas nya dalam 

pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara, bahkan lebih ektrim lagi tidaklah 

berlebihan dikatakan dapat kita nilai lembaga Wilāyah al-Hisbah di Aceh 

Tenggara tidak lain hanya menghabiskan dana pemerintah.
14

 

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung peneliti di Aceh 

Tenggara menemukan permasalahan-permasalahan mengenai ketidakberjalannya 

syariat Islam di daerah ini. Peneliti menemukan adanya kejumudan  (stagnan) oleh 

Wilāyah al-Hisbah dalam menegakan syariat Islam, lebih banyak istirahat dan 

berdiam-nya dikantor ketimbang mengontrol dan merazia bagi palanggar-

pelanggar syariat Islam. Prilaku yang tampak dzahir adalah masih banyaknya 

minuman keras, berpakaian ketat yang kurang sopan di depan umum, tidak 

berjilbab, pergaulan bebas, perjudian dan banyaknya tempat-tempat maksiat yang 

memudahkan untuk berbuat mesum dan sebagainya. 

Berdasarkan permasalahan di atas memunculkan keinginan peneliti untuk 

mengkaji mencari permasalahan penyebab ketidakberjalannya syariat Islam di 

Aceh Tenggara lebih mendalam dalam sebuah kajian ilmiah, bagaimana tidak 

qānūn-nya sudah ada jelas, pengawas dan aparat penegak syariat Islam jelas sudah 

ada. Namun syariat Islam tidak bisa diterapkan dan ditegakkan, apa ini karena 

                                                                                                                                                               
yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Menghentikan penyidikan 

setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan pelanggaran syari‟at Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 

penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan  Melakukan tindakan lain sesuai dengan 

ketentuan hukum secara bertanggung jawab). 
13

 Mandul adalah sebuah istilah dapat juga diartikan sebagai kegagalan, tidak berhasil, 

atau tidak dapat membentuk. 
14

Yasir Arafat, Wawancara, Katua Sosialisasi Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh 

Tenggara, 13 Desember 2014. 
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faktor Wilāyah al-Hisbah-nya yang salah atau masyarakat yang tidak bisa 

menerima aturan syariat Islam yang telah diterapkan. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi masalah dalam bahasan latar belakang di atas 

adalah yang menyangkut betapa tidak beresnya aparat penegak  syariat Islam yang 

mereka diberi tugas untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol pemberlakuan 

dan pelaksanana syariat Islam di Aceh Tenggara yaitu Wilāyah al-Hisbah, 

akibatnya syariat Islam tidak berjalan apa yang diharapkan dalam Qānūn 

pemerintah Aceh. Sehingga urgen mengajukan pertanyaan atas permasalahan ini : 

1. Mengapa lembaga Wilāyah al-Hisbah di Aceh Tenggara, mandul, tidak 

bergerak sebagaimana mestinya lembaga ini didirikan ? 

2. Mengapa syariat Islam tidak bisa diImplementasikan secara serius di Aceh 

Tenggara ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mencari dan menjelaskan sebab, alasan Wilāyah al-Hisbah di Aceh 

Tenggara menjadi mandul, tidak bergerak sebagaiamana mestinya. 

b. Untuk menjelaskan pengimplentasian syariat Islam di Aceh Tenggara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kajian ini diharapkan memiliki kegunaan ganda; teoritis dan praktis. 

a. Secara teoritis materi kajian ini dapat dijadikan referensi atau acuan untuk 

pembaca dan bagi peneliti selanjutnya dalam membaca syariat Islam yang 

diberlakukan di Aceh Tenggara. 
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b. Secara praktis dapat berguna bagi pemerintah Aceh Tenggara dalam rangka 

pemberlakuan syariat Islam dengan memperoleh gambaran dan format 

yang harus dilakukan untuk bisa diterapkan, sehingga pemberlakuan syariat 

Islam bisa berjalan sebagaimana mestinya. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau 

sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain 

secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Kemudian akan ditinjau materi 

apa yang ditulis,  akan dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari yang 

ditulis. Terakhir dengan kajian atau tinjauan pustaka ini, penulis dapat 

menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas.  

Setelah penulis melakukan penelitian singkat, terdapat beberapa buku, 

disertasi dan tesis yang membahas tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh 

dan keterkaitan Wilāyah al-Hisbah. Sampai saat ini belum ada yang membahas 

tentang pemberlakuan syariat Islam dalam lingkup kabupaten Aceh Tenggara 

yang memfokuskan pada lembaga Wilāyah al-Hisbah sebagai objek kajiannya. 

Adapun buku-buku yang ada pembahasannya mengenai pemberlakuan syariat 

Islam adalah: 

Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Poblem, Solusi dan Implementasi 

ditulis oleh Rusjdi Ali Muhammad
15

, buku ini merupakan kumpulan dari tulisan 

yang pernah diterbitkan maupun tulisan yang di seminarkan beberapa kampus di 

Aceh, secara garis besar di uraikan masalah bagaiamana penerapan syariat Islam 

                                                           
15

Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Poblem, Solusi dan 

Implementasi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003). 
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di Aceh bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya penerapannya dari 

aspek „ubudiyah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji atau munakahat,tetapi lebih 

dari itu, yaitu bagaiamana ajaran Islam yang universal dan holistik itu 

diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan heterogen dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh di tulis oleh Ampun Devayan
16

, 

buku ini adalah hasil dari penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh Yayasan 

Insan Cita Madani (YICM) selama 1 tahun di Banda Aceh, secara keseluruhan 

dipaparkan sejak di undangkannya UU Nomor 32 tahun 1999 dan Qānūn Nomor 

11 tahun 2001 tentang penerapan syariat Islam di Aceh, terus mengalami pro dan 

kontra, dari yang mendukung sepenuhnya hingga ke penolakan terhadap 

pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dalam buku ini juga dipaparkan ada 

beberapa kendala dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang tertuang dalam 

Qānūn. Antara lain, tingkat pengetahuan masyarakat tentang Qānūn-qānūn masih 

sangat minim, materi hukum belum memadai, pelaksana hukum belum 

memahami isi qānūn dan belum mengetahui serta menguasai tugasnya dengan 

baik, fasilitas yang dibutuhkan juga masih terbatas. Buku ini tidak 

mengungkapkan bagaimana pergulatan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, 

namun hanya melihat bagaimana pelaksanaan qānūn-qānūn yang ada di Aceh dan 

kesiapan lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan qānūn-qānūn syariat 

Islam. 

                                                           
16

Ampuh Devayan, Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: Yayasan 

Insan Cita Madani, 2007). 
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Muhibbuththabary
17

, Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan 

Implementasi. Buku ini merupakan disertasi Muhibbuththabary di UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh, secara umum pembahasannya menitik beratkan pada hubungan 

Wilāyah al-Hisbah dengan lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan 

penegakan syariat Islam di Aceh, Wilāyah al-Hisbah belum maksimal dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan,sasaran berdirinya Wilāyah al-

Hisbah dalam pemerintahan Aceh. Akibatnya keinginan untuk 

mengaktualisasikan ajaran Islam sebagai suatu kekuatan untuk membasmi 

kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan keterpurukan yang disebabkan oleh 

pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian terhadap aturan-aturan yang telah 

ditetapkan, belum terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Selanjutnya penelitian ini dilakukan semasa Wilāyah al-Hisbah masih 

dibawah naungan Dinas Syariat Islam. Perbedaan dengan yang akan peneliti 

bahas dalam tesis ini adalah penggunaan teori dan Wilāyah al-Hisbah yang 

peniliti kaji hanya dalam lingkup kabupaten Aceh Tenggara bagaimana sepak 

terjang mereka dalam penegakan syariat Islam. 

Berikutnya adalah buku yang ditulis oleh Syamsul Rijal, dkk Dinamika 

Dan Problematika Penerapan Syariat Islam,
18

 buku ini merupakan hasil beberapa 

peneliti yang melakukan observasi ke berbagai daerah di Aceh untuk melihat 

perkembangan syariat Islam yang telah diberlakukan di seluruh pelosok Aceh, 

tentu disamping observasi tersebut dibarengi dengan wawancara mendalam untuk 

                                                           
17

Muhibbuththabary, Wilayat al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi (Banda Aceh: 

PeNa, 2010). 
18

Syamsul Rijal, dkk Dinamika Dan Problematika Penerapan Syariat Islam (Banda 

Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011). 
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mendapatkan informasi. Secara umum buku ini meneropong praktik 

keberagamaan orang-orang Aceh dan ketidaksiapan mereka dalam menjalankan 

syariat Islam dikarnakan beberapa faktor, disini juga dibahas tentang 

keberagamaan masyarakat Aceh Tenggara yang belum mampu 

mengimplementasikan syariat Islam di kabupaten ini. 

Di sub bab II dari buku ini ada pembahasan khusus tentang Aceh 

Tenggara, namun pembahasan ini hanya melihat masyarakatnya saja bagaimana 

pengaktualisasian dari syariat Islam di tengah kehidupan yang sarat dengan 

budaya non muslim. Sementara yang peneliti bahas lebih luas dengan melihat dari 

sisi aparat pengak hukum syariat Islam di Aceh Tenggara dan Masyarakat Aceh 

Tenggara masih setengah hati dalam menjalankan syariat Islam. Mengapa sikap 

enggan menerima ini terjadi di Aceh Tenggara. 

Buku berjudul Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat 

Islam di Aceh
19

, ditulis oleh Syahrizal, dkk. Buku ini disebutkan tentang hukum 

dan pelaksanaan syariat Islam, juga memaparkan adanya pro dan kontra terhadap 

pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh. Adalah kalangan 

yang mendukung terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini berargumen 

bahwa syariat Islam itu tidak bertentangan dengan hukum Negara. Adapun 

kalangan yang kontra terhadap pemberlakuan syariat Islam di Aceh, misalnya di 

Bireun beranggapan bahwa pemberlakuan syariat Islam hanya bersifat “simbolik”, 

karena dalam peraktiknya yang menjadi terhukum adalah masyarakat bawah atau 

kaum-kaum yang lemah, belum menyentuh masayarakat kelas atas. 

                                                           
19

Syahrizal, Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh 

(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zhafira Loebis, tentang Penerapan Syariat 

Islam di Aceh
20

 dalam penelitian ini diungkapkan bahwa eksprimentasi syariat 

Islam di Aceh (termasuk hukum cambuk) sesungguhnya memberikan gambaran 

tentang apa yang disebut syariat simbolik. Bahwa yang menjadi ukuran dalam 

pemberlakuan syariat Islam di Aceh itu adalah doktrin-doktrin skunder dalam 

teks-teks keagamaan. Dengan kata lain apa yang terjadi di Aceh dengan 

pemaknaan syariat sebenarnya tidak menyentuh esensi syariat, melainkan hanya 

sekedar euforia yang bersifat simbolik. Agama tidak lagi dipahami sebagai esensi, 

subtansi dan komitmen, tetapi tradisi keakraban yang bersifat skunder. 

Zhafira Loebis juga menyinggung mengenai yang akan peneliti bahas di 

tesis ini yaitu tentang adanya polisi syariat (Wilāyah al-Hisbah) yang 

diproyeksikan menjadi pengawas dan pengontrol bagi pemberlakuan syariat Islam 

di Aceh, maka terjadilah ideologisasi syariat. Artinya penerapan syariat akan 

sangat tergantung pada sejauh mana peran aparat keamanan syariat Islam (polisi 

syariat), bukan kepada keabsahan masyarakat untuk menerapkan ajaran agamanya 

sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya. Implikasinya polisi syariat 

(Wilāyah al-Hisbah) sangat dimungkinkan akan melahirkan kecendrungan represif 

dan otoritarialistik. Syariat hanya akan diterapkan secara terpaksa bagi 

masyarakat, sedangkan pemerintah lokal dan aparat keamanan tidak mendapatkan 

kontrol yang serupa. Polisi syariat (Wilāyah al-Hisbah) tidak hanya berdampak 

negatif bagi suasana keberagamaan yang pluralis dan inklusif tetapi dipastikan 

                                                           
20

Zhafira Loebis, Penerapan Syariat Islam di NAD dan Hukuman Cambuk Sebagai Salah 

Satu Wujud Implementasinya, dalam http:/www. Zhafiraloebis. Multiply. Com/journal, diakses 

pada tanggal 05 Februari 2009. 
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dapat memandulkan tradisi ijtihad dan doktrin-doktrin keagamaan, karena 

pemahaman keagamaan sangat terpaut dengan otoritas politik. 

Hasanuddin Yusuf Adan buku Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi 

dan Deskrimanasi
21

, buku ini membahas tentang konsep dasar pelaksanaan syariat 

Islam di Aceh, sasaran buku ini tertuju untuk masyarakat awam yang masih ragu 

akan menjalankan syariat Islam, inti dari buku ini bagaimana masyarkat tunduk 

patuh sami‟na wa atha‟na dalam menerima syariat Islam yang diterapkan di 

Aceh. buku ini tidak membahas bagaimana Wilāyah al-Hisbah agar kinerjanya 

berjalan dan akan membawa dampak akan keberlangsungan serta penerimaan 

masyrakat atas syariat Islam, karna tidak membahas yang demikian membedakan 

apa yang ada di tesis ini. 

Kemudin buku yang susun dari disertasi di UIN Ar-Raniry yang ditulis 

oleh Abdul Gani Isa Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Pendekatan Adat, Budaya 

dan Huku,
22

 buku ini membahas secara gamblang bagaimana masyarakat Aceh 

dapat memahami syariat Islam sebagaimana yang diatur dalam qānūn-qānūn yang 

telah di terapkan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Kemudian beliau 

menyoroti bagaimana hukum syariat Islam ini kedudukannya dalam sistem hukum 

nasional dan juga upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara struktural. 

Secara umum ada persamaan pembahasan dengan tesis ini tapi lebih 

banyak perbedaannya, mengingat dalam buku ini tidak membahas tentang 

Wilāyah al-Hisbah secara menyeluruh dan syariat Islam di Wilayah  yang 

                                                           
21

Hasanuddin Yusuf Adan, Syariat Islam Di Aceh Antara Implementasi dan Deskrimanasi 

(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008). 
22

Abdul Gani Isa Formalisasi Syariat Islam Di Aceh Pendekatan Adat, Budaya dan 

Hukum (Banda Aceh: PeNa, 2013). 
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terkhusus Aceh Tenggara yang budaya-nya banyak mengadopsi budaya dan 

kebiasaan non muslim di kabupaten tersebut. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya jelas belum ada yang membahas 

secara mendetail bagaimana seharusnya Wilāyah al-Hisbah dalam menjalankan 

tugasnya dan bedanya dengan penelitian ini adalah ruang lingkup dan pergulatan 

antara Wilāyah al-Hisbah dan dinamika penegakan syariat Islam di Aceh 

Tenggara. Secara garis besar buku dan hasil penelitian sebelumnya hanya melihat 

Aceh secara keseluruhan, namun ke ruang-ruang kabupaten tidak diperhatikan 

bagaimana sebenarnya sepak terjang Wilāyah al-Hisbah dan sulitnya penegakan 

syariat Islam Aceh Tenggara. Kemudian Teori Penegakan Hukum yang digunakan 

peneliti untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan Wilāyah al-Hisbah 

dan penegakan syariat Islam Aceh Tenggara. Oleh karena itu tampak jelas 

perbedaan yang akan peneliti bahas serta uraikan dalam tesis ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

E. Kerangka Teori 

Masyarakat Aceh Tenggara terutama kaum muda anak-anak remaja-nya 

telah meninggalakan tradisi Islam konservatif, mereka kini dituntut untuk hidup 

lebih modern yang terangkum dalam pergaulan mereka yang cendrung ingin 

bebas melakukan apa saja yang disukai dan disenangi. Namun dalam hal demikian 

melalui Wilāyah al-Hisbah justru dilakukan penggerebekan, razia terhadap tradisi 

itu karena dinilai bertentangan dengan konsep Islam. Oleh karena itu terjadilah 

benturan antara syariat Islam vis a vis transformasi budaya modern. Namun 

masalahnya adalah setuju tidak setuju, Aceh terlanjur dikenal dengan syariat 
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Islamnya. Imbasnya siapapun orang Aceh dimanapun mereka berada akan 

dikatakan  sebagai orang yang negerinya berasaskan syariah, sekalipun mereka 

mungkin tidak setuju pada pilihan negerinya. Mau tidak mau mereka tetap anak 

syariah karena telah ditakdirkan lahir dari rahim daerah yang telah memilih 

syariah sebagai ideologinya walaupun mereka merupakan golongan penentang 

penegakan syariat Islam konservatif. 

 Adanya penggerebekan dan razia ketika Wilāyah al-Hisbah masih dalam 

naungan atau di bawah Dinas Syariat Islam, kelihatan lembaga Wilāyah al-Hisbah 

ini bersinergi dengan Dinas Syariat Islam dalam penegakan syariat Islam di Aceh 

Tenggara, namun saat ini Wilāyah al-Hisbah dibawah naungan Satpol PP, 

sehingga peran dan keberfungsian Wilāyah al-Hisbah menjadi kabur. Untuk itu 

dalam penelitian ini digunakan teori Penegakan Hukum tentunya penegakan 

hukum yang dimaksud disini adalah hukum syariat Islam. 

Penelitian ini terfokus pada penegakan hukum syariat Islam di Aceh 

Tenggara dan lembaga yang mengawasi, mengontrol berjalannya syariat Islam 

yaitu Wilāyah al-Hisbah. Oleh karena itu untuk membaca dan menyelesaikan 

permasalahan dalam tesis ini, peneliti akan menggunakan teori penegakan hukum, 

tentunya penegakan hukum adalah penegakan hukum syariat Islam dalam 

kehidupan masyarakat Aceh Tenggara, teori penegakan hukum ini akan dapat 

membaca bagaimana seharusnya syariat Islam bisa dijalankan di Aceh Tenggara 

dengan semestinya. Apa dan bagaimana seharusnya perangkat yang harus 

dipenuhi agar syariat Islam bisa diberlakukan ke masyarakat Aceh Tenggara dan 

lembaga Wilāyah al-Hisbah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut 



16 
 

 
 

Lawrence M. Friedman yang dikenal atas teori-nya penegakan hukum
23

. Friedman 

menyebutkan hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dan dijalankan 

dengan baik di masyarakat jika instrumen pelaksananya dilengkapi dengan 

kewenang-wenangan di bidang penegakan hukum atau aturan disuatu tempat 

dijalankan sesuai dengan perannya. Sehingga disebutkan untuk melakukan 

penegakan hukum, ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk berjalannya 

aturan atau hukum yang ingin diberlakukan disuatu tempat. Yaitu: 

1. Subtansi Hukum (Legal Substance); substansi hukum merupakan isi dari 

hukum, yaitu isi yang menciptakan keadilan dan dapat diterapkan 

dimasyarakat. 

2. Struktur Hukum (Legal Structure); struktur hukum merupakan pranata 

hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri atas lembaga-lembaga 

hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang secara 

kumulatif menentukan proses kerja serta kinerja mereka. 

3. Budaya Hukum (Legal Culture); budaya hukum ini terkait dengan 

kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Kesadaran masyarakat 

ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. 

Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang hukum akan 

mempunyai pemahan hukum yang berlaku dan selanjutnya akan memiliki 

kesadaran untuk taat kepada hukum yang berlaku ditempat tersebut
24

. 

                                                           
23

Lawrence M. Friedman, The Legal System: a Social Science Perspective (New York: 

Russel Sage Foundation, 1995), hlm. 11. 
24

 Ibid., hlm. 12.  
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Sejalan dengan Teori yang dikemukakan Oleh Lawrence M. Friedman di atas, 

sebagaimana dijelaskan juga dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer oleh 

Syamsul Anwar bahwa hukum syariah itu akan dapat dilaksanakan, diterapkan 

dan dijalankan manakala didukung oleh keadaan-keadaan berikut
25

: 

Pertama materi hukum tersebut mampu mengayomi kepentingan dan 

kebutuhan hukum masyarakat penduduknya. Ini artinya bahwa suatu hukum yang 

materinya tidak responsif terhadap tuntutan kebutuhan sosial yang terus 

berkembang akan ditinggalkan oleh masyarakat penduduknya, semestinyalah 

aturan yang ada itu sesuai dengan situasi kondisi yang ada ditempat tersebut.  

Kedua terdapat suatu tingkat kesadaran hukum yang memadai dari 

masyarakat pendukung hukum tersebut. Ini artinya bahwa harus ada langkah-

langkah sosialisasi hukum di dalam masyarakat. Terkait dengan apa yang telah 

disebutkan pertama diatas, sosialisasi hukum akan mudah diterima masyarakat 

bilamana hukum itu sendiri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. 

Ketiga aparat penegak hukum tersebut memiliki komitmen dan kecakapan untuk 

melakukan penegakan hukum atau aturan bersangkutan agar penegakan itu 

memberikan kepastian dan keadilan
26

. 

Pembicaraan mengenai aparat penegak hukum syariat sebagai lembaga 

yang diberi wewenang oleh pemerintah setempat hendaknya menjalankan 

tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan kepadannya. Dalam kontek 

pembahasan ini adalah Wilāyah al-Hisbah yang berada di Aceh (Aceh Tenggara), 

sebaiknya Wilāyah al-Hisbah adalah orang-orang yang terpilih dan berkompeten 

                                                           
25

Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 16. 
26

Ibid. 
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dalam bidangnya agar apa tujuan dari penegakan sebuah hukum bisa berjalan 

dengan baik dan semestinya. Harus berani menegakan kebenaran walaupun itu 

kepada penguasa yang lebih tinggi secara struktural kekuasaan.  

Satu contoh diriwayatkan tentang keberanian seorang hisbah/ pengawas, 

bahwa Sultan Damaskus, Attabik. Beliau mencari orang yang akan diangkat 

menjadi seorang petugas pengawas yang handal, lalu disebutkan kepadanya 

seorang ulama. Maka Sultan langsung memerintahkan untuk mendatangkan ulama 

tersebut. Ketika Sultan melihatnya, maka dia lantas berkata kepada calon petugas 

pengawas ini. “Sesungguhnya aku mengangkat kamu sebagai pengawas terhadap 

manusia dengan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari 

kemungkaran.” Maka seketika pula pengawas tersebut berkata, “Jika perkaranya 

seperti yang engkau katakan wahai Sultan, maka berdirilah engkau dari hamparan 

ini dan angkatlah sandaran itu, karena keduanya dari sutra. Lepaskanlah cincin itu 

karena dia dari emas. Sebab Nabi saw pernah bersabda, “Dua hal yang haram bagi 

umatku yang laki-laki dan halal bagi perempuan.” Maka sultan bangkit dari 

hamparannya dan memerintahkan untuk mengangkat sandaran dan melepas cincin 

emas dari jarinya.
27

 

Al-Mawardi menjelaskan hendaknya jika ingin menjalankan sebuah 

hukum syariat Islam para muhtasibnya memiliki intergritas yang tinggi, akhlak 

yang bagus, adil, merdeka, memiliki pendapat, tegas dalam bertindak, bersih dan 

                                                           
27

Samir Aliyah, Nizham al-Daulah wa al-qadhā  wa al-“urf fi al-Islām, Sistem 

Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: 

Khalifa, 2004), hlm. 71-72. Lihat juga Ibnu al-Ukhuwah dalam al-Hisbah, juga Munir al-Ajalani 

Abqariyah al-Islām fi Ushul al-Hukmi, hlm, 312. 
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menjaga diri dari harta manusia dengan tidak terpengaruh oleh suap.
28

 Jika 

Wilāyah al-Hisbah memenuhi keriteria sebagaimana yang di ungkapkan oleh al-

Mawardi bisa mendongkrak berjalannya penegakan syariat di bumi Aceh (Aceh 

Tenggara). 

Dalam kitab al-Ta‟liq „alā al-Siyāsah al-Syar‟īyah fī Islāh al-Rā‟i wa al-

Rā‟īyah li Syaikhul Islām Ibni Taimīyah yang disusun oleh Syaikh Muhammad 

Ibn Shalih al-„Utsaimin, dan Telah diterjemahkan ke Indonesia oleh Ajmal Arif, 

dijelaskan bagaimana seharusnya pemberian jabatan atau kekuasaan itu kepada 

seseorang atau sebuah lembaga untuk mengurusi umat. Seorang pemimpin 

(penguasa) sebuah wilayah  semestinya memilih yang terbaik orang-orang yang 

akan menjalankan amanah dari wilayah  yang dia kuasai. Yaitu: Pertama; 

Memberi jabatan kepada orang terbaik. Artinya setiap pemimpin jika 

berkeinginan suatu hukum dijalankan oleh orang-orang yang dipimpin hendaknya 

memilih wakil-wakilnya dilapangan yang melaksanakan tugas berhubungan 

langsung dengan masyarakat orang yang ahli dibidangnya, memberikan jabatan 

kepada seseorang tidak dibenarkan mendahulukan seseorang karena permintaan 

atau karena dia lebih dahulu meminta, bahkan permintaan itu bisa menjadi alasan 

untuk menolaknya.
29

 Kedua; memilih yang lebih ideal lalu yang lebih ideal lagi. 

Artinya bilamana seorang penguasa mengetahui hal ini, maka dia wajib memilih 

                                                           
28

Abu Hasan „Ali ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyah 

al-diniyyah (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah-Beirut, 2011), hlm. 300. 
29

Permohonan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan atau kekuasaan kepada 

pemimpin justru menjadi sebabb terhalangnya sang pemohon (untuk diberikan atau diserahkan 

sebuah jabatan). Sebagaimana Rasulullah saw bersabda.  artinya 

“Sesungguhnya kami tidak memberikan kewenangan atau jabatan atas urusan kami ini kepada 

orang yang memintanya. HR. Bukhari, Kitab al-Ahkam, bab Man Yakrahu min al-Hirsh „ala al-

Imarat (no. 7149) dan Muslim, Kitab al-Imarat, bab al-Nahyu „an Thalabil Imarat wa al-Hirsh 

„alaiha (no 1824). 
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yang baik dari yang ada. Boleh jadi orang yang dia temukan bukanlah orang yang 

layak untuk jabatan itu, sehingga dia harus memilih yang lebih ideal lalu yang 

lebih ideal lagi pada setiap posisi yang sesuai.
30

 

Orang-orang yang diserahi sebuah jabatan sebagai aparat penegak hukum 

syariat Islam di Aceh Tenggara seharusnya orang yang memiliki semangat 

mengabdi kepentingan umum (sense of public service) dan memberikan tauladan 

yang baik bagi masyarakat, kita menyadari pemberian tauladan oleh aparat 

penegak hukum, pejabat dan pemuka-pemuka masyarakat adalah jauh lebih 

berguna dan berbekas membawa kebaikan ketimbang berpuluh-puluh khotbah 

atau petuah yang disiarkan dan dikumandangkan.
31

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara apa adanya tentang 

dinamika penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Penelitian deskriptif secara 

harfiah adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi yang 

dieliti.
32

 Penelitian ini bermaksud menafsirkan, mendeskripsikan, dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, tindakan, serta aktivitas sosial yang terjadi yang 

ada kaitannya dengan hukum syariat.  

                                                           
30

Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-„Utsaimin, al-Ta‟liq „alā al-Siyāsah al-Syar‟īyah fī 

Islāh al-Rā‟i wa al-Rā‟īyah li Syaikhul Islām Ibni Taimīyah. Terj. Ajmal Arif (Jakarta: Griya Ilmu, 

2014), hlm. 43-44. 
31

Nanang  Moh. Hidyatullah, Prospek dan Masalah Penegakan Hukum di Indonesia, 

Jurnal Ilmu Syari‟ah, Asy-Syir‟ah, No. 8 Th. 2001. hlm. 33. 
32

 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 
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Pada tahapan ini peneliti juga menggali informasi dari Wilāyah al-Hisbah 

dengan melihat dan menganalisis fenomena, peristiwa serta aktivitas sosial secara 

individu atau kelompok setelah Wilāyah al-Hisbah digabungkan dengan Satpol 

PP. Selanjutnya peneliti juga akan menggali informasi dari lembaga dan tokoh 

yang terkait dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal-

historis. Pendekatan sosiologi, terutama sosiologi hukum  digunakan untuk 

mengamati pola-pola interaksi antara aturan hukum yang ada dengan penerimaan 

masyarakat diamana hukum ini diberlakukan. Sosiologi hukum lingkup 

kajiaannya adalah mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat 

dengan melihat aspek struktur hukum atau aparat penegak hukum dan budaya 

masyarakat terhadap hukum. Hubungan antara hukum syariat Islam yang 

ditegakan oleh pejabat yang berwenang dengan kesadaran dan penerimaan 

masyarakat Aceh Tenggara. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Aceh Tenggara, provinsi Aceh dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

a. Wilayah  kabupaten Aceh Tenggara ini tidak berjalan qānūn-qānūn 

tentang menjalankan syariat Islam yang talah ditetapkan oleh Pemerintah 

Aceh. 
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b. Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang 

terbanyak penduduk Non Muslimnya jika dibandingkan dengan kabupaten 

lain yang ada di provinsi Aceh. 

c. Aceh Tenggara memiliki Wilāyah al-Hisbah yang tidak berjalan 

sebagaimana tugas dan fungsinya untuk mengawasi, mengontrol dan 

menegakan kebijakan pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara. 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam studi ini adalah Wilāyah al-Hisbah Aceh Tenggara, 

yang mereka ini adalah motor penggerak dari berjalan tidaknya syariat Islam di 

kabupaten ini. Karena merekalah yang mengawasi dan mengontrol pemberlakuan 

syariat Islam di kabupaten Aceh Tenggara. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara; wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana peneliti yang 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
33

 

Kepada Ketua Wilāyah al-Hisbah (Deni Mulyadi) dan dua anggota 

Wilāyah al-Hisbah (Sofyana Putri, Bakriadi Beruh), Kepala dan sekretaris 

Dinas Syariat Islam (Alimuddin, Zainun Rafsanjani) serta ketua dan satu 

anggota Sosialisasi Syariat Islam Aceh Tenggara (Yasir Arafat, Zulham 

Selian), dan Tokoh Agama yang di istilahkan di Aceh Teungku Dayah 

(Tgk. Ramlan Makne, Tgk. Akhiruddin). Guru Agama MTsN Ketambe 

(Zamaniah), Sehingga jawaban yang disampaikan oleh responden sesuai 

                                                           
33

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010),  hlm. 

190. 
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dengan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti sampaikan. Dari wawancara 

terhadap 11  narasumber tersebut diatas, diperoleh data-data dan informasi 

secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan Wilāyah al-

Hisbah dan syariat Islam serta keseriusan Wilāyah al-Hisbah dalam 

penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara.  

b. Observasi, proses ini dilakukan pada simbol-simbol yang mendukung dan 

menghambat proses penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. Seperti 

pergaulan para remaja yang bergaul dengan umat kristiani di Aceh 

Tenggara, juga peneliti mengobservasi tempat-tempat wisata yang 

berpeluang sebagai wadah berbuat maksiat dan melanggar syariat Islam. 

Observasi peneliti lakukan dua kali, pertama; ketika proposal tesis ini 

belum ditulis peneliti sudah melakukan observasi kebeberapa tempat 

wisata di Aceh Tenggara, yaitu Pantai Goyang dan Bukit Cinta. Kedua; 

ketika tesis ini mulai peneliti tulis, sasaran observasi peneliti untuk kedua 

kalinya meliputi tempat keramaian, kota, Pantai Barat dan dijalanan di 

sore hari. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data 

dilakukan dalam suatu proses. Adapun proses yang ditempuh dalam analisis data 

adalah melalui reduksi data, display data, penarikan kesimpulan.  
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Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian. Dalam reduksi data yang 

ditemukan melalui wawancara mendalam diklasifikasikan sesuai dengan 

pengelompokan datanya. Selanjutnya penyajian data dan informasi yang telah 

terkumpul dalam bentuk uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. 

Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul.
34

 

Tentunya teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan langkah-

langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta terakhir 

penyimpulan data.  

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini bermaksud untuk mengurai permasalahan mengapa tidak 

efektif penegakan syariat Islam di daerah Aceh Tenggara. Oleh karena itu untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka disusun sistematika 

pembahasan kedalam lima bab sebagai berikut: 

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab Kedua peneliti akan menjelaskan bagaimana perjalananan awal 

penuntutan penegakan syariat Islam yang meliputi bahasannya, sejarah penegakan 

syariat Islam di Aceh dan potret aparat penegak hukum syariat Islam (Wilāyah al-

Hisbah). 
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2007), hlm. 225  
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Bab  Ketiga peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai daerah 

yang diteliti, meliputi Geografis Aceh Tenggara. Selanjutnya peneliti akan 

menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pembahasan 

tentang Struktur Hukum (Legal Structure); disini yang dimaksud adalah aparat 

penegak hukum (Wilāyah al-Hisbah), semakin baiknya struktur hukum dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka akan keliatan berjalannya 

hukum tersebut, kemudian disini juga bagaimana pengaruh Budaya Hukum (Legal 

Culture); budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menaati 

hukum yang berlaku, di bab ini akan dapat melihat sebabnya mengapa Hukum 

Syariat Islam di Aceh Tenggara tidak berjalan sebagaimana yang diimpikan oleh 

masyarakat pecinta syariat Islam agar ditegakan. Terakhir praktek keberagamaan 

Aceh Tenggara saat ini.  

Bab Keempat adalah sebagai bab analisis dari permasalahan yang 

ditemukan dilapangan, yaitu peneliti akan menguraikan prospek pemberlakuan 

dan penerapan  syariat Islam di Aceh Tenggara yang terdiri dari bahasannya 

faktor pendukung dan penghambat penerapan syariat Islam dan masa depan 

syariat Islam di Aceh Tenggara. Kemudian menjelaskan tentang kerapuhan 

struktur hukum yang perlu diperbaiki. Selanjutnya menganalisis permasalahan 

penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara 

Bab Kelima berisikan kesimpulan peneliti  berupa jawaban dari rumusan 

masalah yang diangkat. Bab ini juga akan memuat masukan dan saran bagi semua 

pihak khususnya pemerintah Aceh Tenggara dan untuk perbaikan dalam 

penerapan syariat Islam secara kaffah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kehadiran Wilāyatul Hisbah dalam pemerintahan Aceh tidak terlepas dari 

adanya pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah, pelaksanaan syariat 

Islam telah berlangsung tiga belas tahun, sejak mendeklarasikan tanggal 15 Maret 

2002, bertepatan dengan 1 Muharram 1422 H. Pelaksanaan syariat Islam lima 

tahun pertama telah berlangsung dengan baik, namun sejak tahun 2008 sampai 

sekarang gaung syariat Islam terjadi pergeseran dan penurunan drastis dalam 

prakteknya, tanpa terkecuali di Aceh Tenggara seakan syariat Islam bagaikan 

barang asing dan ketinggalan zaman bagi masyarakatnya. 

Studi ini paling tidak dapat menjawab pertanyaan peneliti dalam rumusan 

masalah yang diajukan dan sekaligus sebagai kesimpulan tesis ini. 

Pertama; Wilāyah al-Hisbah merupakan kunci atau tulang punggung 

penerapan syariat Islam dalam kehidupan suatu masyarakat demi tercapainya 

ketertiban hidup berbangsa dan bernegara. Wilāyah al-Hisbah menghadapi 

berbagai kendala baik aspek kelembagaan, penerapan hukum, proses hukum atau 

masalah kesiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam operasionalnya di 

lapangan. Dalam kenyataannya saat ini Wilāyah al-Hisbah yang saat ini satu atap 

dengan Sat Pol PP menjadi tidak jelas peran dan fungsi karena itu penulis 

mengistilahkannya dengan mandul tidak membuahkan hasil. Secara keseluruhan 

sebab dari kemandulan itu adalah pola rekrutmen
156

 dan ketidak siapan oleh 
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 Berdasarkan Kepgub No 1 tahun 2004 syarat menjadi anggota Wilāyah al-Hisbah: 1. 

WNI; 2. Setia kepada syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945; 3. Mampu dan fasih menjadi imam 

shalat berjamaah; 4. Berakhlak karimah, jujur, adil dan berwibawa; 5. Lulus pendidikan dan 

pelatihan Muhtasib. Fakta dilapangan menunjukan bahwa pola rekrutmen anggota Wilāyah al-
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pemerintah daerah dalam mensukseskan penegakan syariat Islam di Aceh 

Tenggara. Pemerintah Aceh Tenggara seharusnya memberi jabatan kepada orang 

terbaik. Artinya setiap pemimpin jika berkeinginan suatu hukum dijalankan oleh 

orang-orang yang dipimpin hendaknya memilih wakil-wakilnya dilapangan yang 

melaksanakan tugas berhubungan langsung dengan masyarakat orang yang ahli 

dibidangnya. 

Kedua; Aceh Tenggara mengalami kendala yang sangat memperhatinkan 

dalam hal penegakan syariat Islam, mengingat Kesadaran hukum masyarakat 

Aceh Tenggara sangat minim. Kita mengetahui kesadaran masyarakat akan 

sebuah hukum yang diberlakukan merupakan hal yang sangat penting. Sehingga 

apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi Aceh Teggara dalam melaksanakan 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi dengan baik maka 

hukum syariat Islam dapat dikatakan telah efektif berlakunya dan dapat 

diimplementasikan dengan baik pula, tetapi jika ketentuan hukum syariat Islam 

tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif 

berlakunya. Kesadaran hukum syariat Islam itu menyangkut faktor-faktor apakah 

suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh 

masyarakat sebagai pengguna hukum syariat Islam itu. Kesadaran hukum 

masyarakat (Aceh Tenggara) merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan 

dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat Aceh Tenggara. 

                                                                                                                                                               
Hisbah tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam keputusan tersebut. Beberapa faktornya adalah 

adanya kepentingan politik kekuasaan di pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Aceh 

Tenggara. Lebih mementingkan keluarga mereka untuk menduduki sebuah jabatan daripada 

kesungguhan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Tenggara dan tidak ada sekolah khusus 

untuk mencetak kader anggota Wilāyah al-Hisbah. kemudian ditambah lagi karena tidak adanya 

keseriusan pemerintah Aceh Tenggara untuk benar-benar menegakkan syariat Islam. 
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Karena itu pula perlunya sosialisasi dan keseriusan oleh pemerintah dalam 

penegakan syaraiat Islam Aceh Tenggara, sebaliknya jika pemerintah setengah 

hati dalam melaksanakan syariat Islam akibatnya pengimplemntasian syariat 

Islam tidak akan pernah bisa dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran qānūn 

syariat Islam akan terus terjadi di setiap sudut perkampungan dan aparat penegak 

hukum syariat Islam hanya berdiam diri. Pelanggaran ada dan aparat penegak 

hukum ada tapi syariat Islam tetap saja tidak bisa ditegakkan.
157

 

 

B. Rekomendasi 

Pertama; Dalam kaitannya dengan aparat penegak hukum syariat Islam 

Aceh Tenggara, perlu pemberian jabatan kepada orang yang mampu dan ahli 

dibidangnya, juga Wilāyah al-Hisbah sebagai polisi syariat perlu dipisahkan 

antara tugasny dengan Sat Pol PP. Namun kalau lebih baiknya Wilāyah al-Hisbah 

dikembalikan pada ibu nya, dulu lahirnya dari rahim Dinas Syariat Islam. 

Perlunya pemisahan tugas mengingat Sat Pol PP sebagai pengawas peraturan 

                                                           
157

 Berdasarkan temuan di atas mengapa pelanggaran ada dan aparat penegak hukum ada, 

syariat Islam tetap saja tidak bisa di tegakkan dan di implementasikan secara kafah di Aceh 

Tenggara. Berdasarkan teori deskriminasi hukum Donal Black fenomena yang terjadi di Aceh 

Tenggara saat ini merupakan fenomena prilaku hukum yang diskriminatif. Black menyebutkan ada 

5 faktor yang menjadi penyebab diskriminatif hukum yaitu: 1. Stratifikasi sosial: ketidak samaan 

kekayaan dan sumber daya; 2. Morfologi sosial: pola pola hubungan antar personal; 3. Kultur: 

perilaku simbolik; 4. Organisasi: derajat dimana dimobilisasi dalam tindakan kolektif; 5. 

Pengendalian/ Kontrol sosial lain di luar hukum. Donald Black, The Behavior of Law (New York: 

Academic Press, 1976), hlm. 1 

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh Tenggara 

mempunyai perbedaan dalam pola stratifikasi sosial. juga berbeda dalam morfologi dan 

seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang mengasilkan pula perbedaan didalam sistem 

hukum dalam masyarakat Aceh Tenggara. Dengan adanya perilaku hukum yang diskriminatif 

tersebut maka akan nampak jelas bahwa hukum yang tercantum di dalam qānūn akan berbeda dari 

pada hukum sebagai perilaku. 

Berdasarkan teori Black diatas deskriminasi dalam penrekrutan anggota Wilāyah al-

Hisbah juga terjadi, akibat dari deskriminasi itu, syariat Islam yang hendak ditegakkan tidak akan 

pernah terwujud. Ketika pejabat melanggar qānūn syariat Islam tidak akan bisa ditindak karena 

didominasi oleh deskriminasi dalam semua lini. 
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perundangan secara umum. Sementara wilaytul hisbah atau polisi syariat secara 

khusus diberikan tanggung jawab penuh untuk menangani dan mengawasi 

pelanggaran oleh masyarakat terhadap qānūn-qānūn syariat Islam. 

Kedua; Sebagai pejabat penegak syariat Islam menjadikan dirinya sebagai 

tauladan bagi masyarakatnya dalam menjalankan syariat Islam di Aceh Tenggara. 

Juga pejabat pemda seluruh elemennya menjalankan apa yang diamanatkan dalam 

qānūn syariah. Sudah seharusnya jika syariat Islam ingin ditegakkan secara serius 

memberikan ketauladanan yang baik, berupa ucapan, sikap, perilaku dan tindakan 

dalam keseharian sesuai dengan tuntutan syariah Islam. 

Ketiga; Berhubungan dengan political will dan komitmen pemerintah 

kabupaten Aceh Tenggara di semua jajarannya diharapkan lebih nyata dalam 

memberikan dukungan untuk penegakan syariat Islam di Aceh Tenggara. 

Kelima; Meningkatkan budaya hukum masyarakat dengan terus menerus 

mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan 

pentingnya syariat Islam dan akan membawa kesejahteraan, kedamaian hidup di 

dunia maupun di akhirat kelak. 
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Lampiran 1 

1. Berikut data informan yang diwawancarai dalam penulisan tesis ini, yang terdiri 

sebagai informan kunci dan informan pendukung. 

No Nama Umur Pekerjaan L/P Agama 

1 Yasir Arafat  31 Ketua Sosialisasi DSI
1
 L Islam  

2 Deni Mulyadi  35 Ketua SatPol PP dan WH
2
 L Islam 

3 Sofyana Putri 24 Anggota SatPol PP dan WH P Islam 

4 Bakriadi Beruh 24 Anggota SatPol PP dan WH L Islam 

5 Alimuddin 45 Ketua DSI L Islam 

6 Zainun Rafsanjani  40 Sekretaris DSI L Islam 

7 Zulham Selian 40 Anggota Sosialisasi DSI L Islam 

8 Ramlan Makne 65 Tengku/Ustad Pasantren L Islam 

9 Akhiruddin 60 Tengku/Ustad Pasantren L Islam 

10 Zamaniah 51 Guru MTsN Ketambe P Islam 

 

2. Berikut lokasi yang diobservasi selama tesis ini mulai digarap sampai selesai 

penulisan tesis. 

No Lokasi Penelitian Alamat 

1 Pantai Barat Kecamatan Badar, Desa Barat 

2 Lawe Ger-Ger Kecamatan Ketambe, Desa Lawe Ger-Ger 

3 Pantai Goyang Kecamatan Darul Hasanah, Desa Mamas 

4 Bukit Cinta Kecamatan Babussalam, Desa Deleng Mbarung 
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 Dinas Syariat Islam 

2
 Wilayatul Hisbah 
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